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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk 

hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Lingkungan merupakan hal yang 

sangat penting dalam siklus kehidupan manusia serta merupakan aset yang sangat 

penting untuk dikelola dan dilindungi fungsinya agar dapat dinikmati dari generasi ke 

generasi. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat 

mensejahterahkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1 

Dalam konteks penataan hukum lingkungan, perancangan persyaratan 

lingkungan menjadi sangat signifikan, karena persyaratan lingkungan mempengaruhi 

keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Persyaratan lingkungan yang 

dirancang dengan baik akan membuat penataan dapat mencapai hasil yang 

diinginkan. 

Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan 

penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, 

hlm. 4.  
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hidup. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan 

lingkungan, salah satunya adalah yang disebabkan oleh limbah dan sampah. 

Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan serta 

kesehatan ekosistem yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Banyaknya kasus 

mengenai tercemarnya sungai-sungai memerlukan perhatian dari semua pihak.2 

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan 

manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat 

tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Kemudian mengenai pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia atau biologi di 

atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan 

tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan. Pencemaran udara dapat 

ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi 

gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap polusi 

udara.3 

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaan-

perusahaan yang berorientasi pada aspek lingkungan diberikan melalui serangkaian 

kebijakan dan regulasi tentang lingkungan hidup. Pengaturan mengenai lingkungan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Lingkungan Hidup). Dalam 

Undang-Undang Lingkungan Hidup diatur mengenai dokumen lingkungan yang 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, 

hlm. 139.  
3 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1989, hlm. 56.  
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harus dipenuhi oleh penanggungjawab usaha guna pencegahan pencemaran/ 

perusakan lingkungan hidup. Usaha pencegahan dalam undang-undang lingkungan 

hidup dirumuskan dalam Pasal 14 yang merumuskan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:4 

a. KLHS; 
b. Tata ruang; 
c. Buku mutu lingkungan hidup; 
d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 
e. AMDAL; 
f. UKL-UPL; 
g. Perizinan; 
h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup; 
i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup; 
k. Audit lingkungan hidup; 
l. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu 

pengetahuan. 
 
Pasal 22 ayat (1) dirumuskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak 

penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 36 ayat (1) 

merumuskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 36 ayat (1) merumuskan setiap 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki 

izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh 

penanggungjawab usaha. 

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Soedjono, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, 

Bandung, Alumni, 1979, hlm. 19. 
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merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan 

penegaan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, 

ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yaitu faktor hukum itu 

sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan 

faktor kebudayaan.5 

Meski dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai 

perlindungan lingkungan hidup, tetap saja terjadi indikasi pencemaran lingkungan. 

Pelaku-pelaku usaha yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan akan 

diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang diatur 

oleh undang-undang lingkungan hidup adalah mengenai sanksi administrasi dan 

sanksi pidana. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) merumuskan menteri, gubernur, atau 

bupati/ walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha 

dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin 

lingkungan. Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan 

dilakukan oleh badan lingkungan hidup.6 

Limbah merupakan salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik. 

Penanganan limbah yang kurang memadai dengan penerapan teknologi yang tidak 

sesuai akan menimbulkan berbagai efek negatif bagi lingkungan karena limbah dapat 

mengandung bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Salah satu bahan kimia yang 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukumm Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, 

Bandung, 2006, hlm. 105.  
6Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 313.  
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umum terkandung didalam limbah adalah ammonia (NH3).7 Limbah dengan 

kandungan amonia sebagaian besar bersumber dari sekresi mamalia dalam bentuk 

urin (peternakan), pabrik pupuk nitrogen, pabrik ammonia dan pabrik asam nitrat. 

Pabrik ammonia menghasilkan sampai 1 kg amonia setiap 1 m3 limbah atau 1000 

mg/L limbah, pabrik amonium nitrat mengeluarkan limbah cair dengan kandungan 

amonia sebesar 2500 mg/L, sedangkan limbah peternakan dan rumah tangga 

mengandung amonia dengan konsentrasi antara 100-250 mg/L. 

Selain baunya, amonia dalam bentuk gas merupakan polutan yang berbahaya 

terutama jika terhirup ke dalam sistem pernafasan. Bahaya tersebut diantaranya 

menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, penyakit paru-paru kronis, batuk, asma 

dan pengerasan paru-paru. Sedangkan pada kulit dan mata dapat menyebabkan luka 

seperti terbakar, katarak dan gloukoma. Dalam larutan air amonia berada dalam 

bentuk terionisasi (NH4+) maupun tidak terionisasi (NH3). Konsentrasi relatif dari 

masing-masing jenis tergantung dari beberapa faktor diantaranya pH dan suhu. Sifat 

racun dari amonia berhubungan dengan konsentrasi dari bentuk tak terionisasi (NH3). 

Sifat racun dari amonia tak terionisasi ini akan tinggi pada lingkungan dengan suhu 

yang rendah dan pH tinggi. Sedangkan pada pH yang rendah sebagian besar dari 

amonia akan terionisasi menjadi ion amonium (NH4+).8 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7Ibid., hlm. 314.  
8Ibid., hlm. 316.  
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Pengaturan mengenai limbah diatur dalam Pasal 1 butir (20) s/d butir (24) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: 

 “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.” 

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: 

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.” 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pada dasarnya 

setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 

melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan 

pemulihan lingkungan hidup. 

Sanksi adalah salah satu instrument untuk memaksakan tingkah laku warga 

agar sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang 

melekat pada norma hukum tertentu. Sanksi administrtif adalah perangkat sarana 

hukum administratif  yang bersifat pembebanan kewajiban/ pemerintah dan/ atau 

penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada 

penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap 
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peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dan/ atau ketentuan dalam izin lingkungan. 

 Tiap tahun kasus pencemaran lingkungan di Kota Palembang cenderung naik. 

Aspek hukumnya adalah perlindungan Kawasan Industri di Palembang dari 

pencemaran limbah pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan 

fungsi lingkungan meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 

pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 

Di Palembang, pencemaran udara di lingkungan PT. Pusri berupa pencemaran 

amoniak. PT tersebut telah mencemari lingkungan yang mengakibatkan beberapa 

warga keracunan amoniak dan diminta menutup operasional pabrik PT. Pusri, 

dikarenakan pencemaran amoniak telah terjadi berkali-kali dan telah merugikan 

kesehatan baik fisik maupun jiwa bagi warga sekitar bahkan mengancam nyawa.9 

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh 

industri dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 

penegakan hukum dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan 

Hukum Perdata. Dalam ketentuan administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada 

pelaku pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) bahwa sanksi 

administrasi terdiri atas: 

a. Teguran Tertulis; 

b. Paksaan Pemerintah; 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 Media Nusantara News, Amoniak, PT. Pusri Dituding Tabrak UU No. 39 Tahun 1999 dan 

UU. No. 32 Tahun 2009, http://medianusantaranews.com, diakses pada tanggal 27 Maret 2019. 
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c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau 

d. Pencabutan Izin Lingkungan. 

Berdasarkan ketentuang diatas pelanggaran dapat diperingatkan agar berbuat 

sesuai izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin 

usaha dan pembayaran sejumlah ganti kerugian. 

Pentingnya kewenangan dalam pemberian sanksi administrasi dalam 

permasalahan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penulis 

tertarik menjadikan suatu penelitian dengan judul “PENEGAKAN SANKSI 

HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENGGUNAAN AMONIAK OLEH 

INDUSTRI YANG MENCEMARI UDARA DI KOTA PALEMBANG” 

 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian 

singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Apa sanksi hukum administrasi yang diberikan oleh pemerintah kota 

Palembang terkait kasus pencemaran udara yang dilakukan oleh industri 

pengguna amonia? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi hukum administrasi 

terhadap penggunaan amonia oleh industri yang mencemari udara di kota 

Palembang? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi hukum administrasi 

terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota 

Palembang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan 

sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang 

mencemari udara di kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat 

memberi manfaat seperti : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

hukum, khususnya mengenai hukum administrasi Negara yang dalam hal ini 

berkaitan dengan penegakan sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan 

amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang 

berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penegakan 

sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang 

mencemari udara di kota Palembang. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada Hukum 

Administrasi Negara, khususnya mengenai penegakan sanksi hukum administrasi 

terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota 

Palembang dan kendala yang dihadapi selama proses penegakan sanksi hukum 

administrasi tersebut. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, 

teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi 

bahan perbandingan pegangan teoretis.10 

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam 

penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial  menjadi  kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV Rajawali, hlm. 

13 
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hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.11 

Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.12 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 

Soekanto adalah:13 

a. Faktor Hukum 

Praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  

pertentangan antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  

konsepsi  keadilan merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan  

kepastian  hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

b. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas  atau  kepribadian  petugas  penegak hukum  

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas  petugas 

kurang baik, ada  masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci  keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11Ibid, hlm. 39. 
12 DellyanaShant,  Konsep Penegakan Hukum,  Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm . 32. 

13 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegeakan  HukumCetakan 
Kelima,Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2004, hal 42 
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Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.  Pendidikan  

yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis 

konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi  mengalami  hambatan di dalam 

tujuannya. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap  warga masyarakat atau kelompok sedikit 

banyaknya mempunyai  kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf  

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya 

derajat kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan  salah  satu  

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering  

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,  

mempunyai  fungsi yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  

mengatur  agar  manusia dapat   mengerti   bagaimana   seharusnya   bertindak,   

berbuat,   dan   menentukan sikapnya   kalau   mereka   berhubungan   dengan   orang   

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan  

yang meneta 

2. Teori Sanksi Administrasi 
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Menurut J.B.J.M. ten Berge, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum 

administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. 

Menurut Pde Haan dkk, dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan 

penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan 

hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi 

administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan 

warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan 

peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.14 

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu: 

a. sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 

pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi 

semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, 

dwangsom), 

b. sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman 

pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif, 

c. sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang 

diterbitkan. 

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah, jika sanksi 

administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14 S.F. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Lyberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 

154. 
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dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui 

peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, 

harus melalui proses peradilan. Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi 

seperti berikut, bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali 

keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan 

pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).15 

3. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan 

penegakan hukum. 

Lilin Budiati dalam bukunya Good Governance dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta 

pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15 David Osborn, Hukum Adminnistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, 

Bandung, 2009, hlm. 17-18. 
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berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program serta kegiatan yang didukung 

oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya.16 

Beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan dan 

lingkungan hidup, antara lain: 

Otto Soemarwoto:17 

“Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang 

kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita". 

Lebih jelas L.L.Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 

(empat) bagian besar,yakni:18 

a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya 

kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, 

ombak, dan sebagainya. 

b.Lingkungan biologi atau organik, segala sesuau yang bersifat biotis berupa 

mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan 

prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan 

sebagainya. 

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti 

peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain, 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16Ibid., hlm. 139. 
17 Otto Soemarwoto, Op.Cit, hlm. 53-54.   
18 NHT Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 3. 
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2. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya 

dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan 

manusia yang berasal dari sumber organik, dan 

3. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin 

manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini 

terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. 

4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, 

berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota 

atau desa. 

G. Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode empiris yang ditunjang 

oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini 

lebih menitikberatkan pada data primer.  Penelitian ini dilakukan dan 

ditujukan tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian 

antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
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Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.19 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penelitian ini juga menggunakan pedekatan konseptual atau Conceptual 

approach. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman 

terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam 

ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi 

hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan 

pandangan-pandangan akan memperjelas ide-de dengan memberikan 

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang 

relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.20 

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman 

dan penelitian pada doktrin -doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-

teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum. 

c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam 

penelitian normative untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (legal 

institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, 

hlm. 93. 
20Ibid., hlm. 95. 
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kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Konsekuensi dari 

perbandingan hukum ini ialah akan membawa peneliti pada sejarah hukum..21 

 

 

3. Bahan dan Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum, yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber 

data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan 

kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera 

Selatan. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh 

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti meliputi:  

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer terdiri dari 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  Rajawali Press. 

2010, hlm. 90. 



19	
  
	
  

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.22 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 

02 Tahun 2013tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti; rancangan undang-undang, pendapat 

hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil 

penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dalam penelitian ini 

sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

3. Bahan Hukum Tersier 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 

2014, hlm 181 
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Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), dan ensiklopedia23 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi yaitu dengan 

cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap 

sumber-sumber bagian hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data, maka penulis melakukan penelitian di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Lorong 

Pakjo Kecamatan IB1 Kota Palembang. 

 6. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pabrik industri-industri yang berada di 

kota Palembang. 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau 

yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
23 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 

PT.Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.119 
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adalah purposive sampling.24 Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu 

dengan pertimbangan dan  keyakinan bahwa sampel yang diambil mewakili 

seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini.Sampel dalam penelitian ini 

adalah industri-industri di Kota Palembang yang menyebabkan pencemaran 

udara. 

 

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis Data yang digunakan metode analisis sistematis kualitatif, yakni 

menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, 

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman data yang 

bertujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan yang diteliti. Proses analisis 

data baik secara primer maupun sekunder. Dengan data tersebut akan didapatkan 

suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang dimaksud merupakan 

jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan 

secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.Kesimpulan yang diambil 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 24. 
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dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar 

pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

25Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm.93 
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